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ABSTRAK

YUNITA HARDIANTI (B11115016). “Tinjauan Sanksi Adat Tergadap
Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif
di Indonesia” (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten
Sidrap), di bawah bimbingan Syukri Akub selaku Pembimbing | dan
Dara Indrawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud sanksi yang
diberikan terhadap pelaku Silariang di masyarakat Towoni Tolotang
Kabupaten Sidrap. Selain itu juga, bertujuan untuk mengetahui tatacara
penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku silariang dalam
masyarakat Towoni Tolotang Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini dilakukan di Amparita Kabuparen Sidrap Sulawesi
Selatan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
empiris, yaitu metode yang menggunakan data hasil penelitian secara
langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research).
Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari
wawancara dan data sekunder yang di peroleh dari literatur, karya tulis,
skripsi dan website yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Data yang diperoleh dianalasis dengan teknik kualitatif dan disasjikan
secara deksriptif.

Hasil penelitian ini menunjukka bahwa silariang merupakan delik
adat yang sering terjadi dikalangan masyarakat, status sosial, tidak
adanya restu yang sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya
silariang. Sanksi yang diberlakukan ialah berupa denda terhadap pelaku
dalam hal ini pihak laki-laki terhadap pihak perumpuan, kemudan sanksi
moral atau sosial berupa pengucilan atau hilangnya hak atas harta
warisan keluarga. Adapun solusi dari kasus silariang itu sendiri dengan
jalan damai atau mediasi dimana pemangku adat sangat berperan dalam
proses mediasi terhadap kedua belah pihak.

Kata kunci : Sanksi terhadap pelaku silariang
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari
sebagai bentuk dari kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang
lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga
membentuk adat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Seiring
berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai
menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan
yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya
aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat
dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang
terdapat dalam aturan Hukum, Agama dan Moral serta sebagai bentuk
pengaturan perilaku masyarakat yang kmudian disebut sebagai adat
sampai akhirnya menjadi hukum adat.

Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum
adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir
dari bawah atau button up. Hukum adat atau hukum tidak tertulis
merupakan pedoman prilaku dalam masyarakat. Hukum adat memiiliki
sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai

dengan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku



bagi masyarakat adat diwilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum
adat bervareasi dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat
yang lainnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman
agama, adat-istiadat, suku dan ras. Setiap adat di Indonesia memiliki ciri
khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut.
Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dan laki-laki yang
berasal dari adat yang berbeda merupakan hukum asal Indonesia.
Contoh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah Minangkabau di
Sumatera Barat, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi
Tengah, suku Nuaulu di Maluku Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan dan
berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat adat
tersebut memilki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh
anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara
perlahan Indonesia sebagai suatu negara kemudian membentuk sistem
permerintahan, Undang-Undang, dan aturan yang tertulis di samping
aturan adat tersebut.

Pada masyarakat tradisional suku Bugis beranggapan bahwa
hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan pribadi dari

kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat merupakan pandangan



hidup bagi suku Bugis dan dianggap sama dengan syarat kehidupan
manusia.

Kedudukan adat dalam kehidupan suku Bugis diyakini secara
sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak
langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan,
mengatur interaksi sosial antar manusia, mengatur tanggungjawab,
mengatur keadilan sosial dalam masyarakat dan mengatur sanksi adat
terhadap mereka yang melanggar adat.

Salah satu daerah di Provensi Selawesi Selatan yang
masyarakatnya masih banyak yang terikat pada sistem norma dan
aturan-aturan adatnya adalah masyarakat adat Tolotang di Kabupaten
Sidrap. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria
sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya masih
dilakoni dan dipatuhi sebagai suatu aturan yang mengikat masyarakat,
sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut condong ke sanksi
adat. Di Kabupaten Sidrap ada beberapa kasus yang dianggap
menyimpang dari norma atau aturan-aturan yang berlaku di daerah
tersebut. Salah satunya adalah Silariang atau kawin lari.

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan

perempuan setelah sepakat lari bersama, yang mana perkawinan ini



menimbulkan siri (Malu) bagi keluarga terkhusus bagi keluarga
perempuan dan kepadanya dikenakan sanksi adat.?

Dalam tradisi Siri’ laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan
dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi
siri’ yaitu kenyataan bahwa kerhormatan perempuan mencakup
kesucian, keperawanan dan dan kemampuan merawat suamisetelah
menikah. Masyarakat suku Bugis percaya bahwa menjaga anak
perempuan bukanlah hal yang mudah. Maka muncul ungkapan
‘mengembala seratus kerbau lebih mudah dari pada menjaga seorang
anak perempuan’.

Simbol kehormatan perempuan suku Bugis, yang mendorong 2
budaya persembahan uang belanja (doi menre) yang teramat mahal
sebagai suatu tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliahkan
perempuan yang dipersuntingnya. Namun, disisi lain dengan adanya doi
menre ini hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-
kasus silariang di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis.

Perkawinan silariang ini adalah suatu bentuk perkawinan yang
tidak dibenarkan oleh adat Bugis. Itulah sebebnya, para pelaku silariang.

disebut Tolarisala artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan

atau adat yang berlaku.?

1 Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, 2007, Silariang dan Kisah Kisah Siri, Pustaka Refleksi , Makassar, him. 2.

2 Ibit. him 6.



Masyarakat adat Tolotang memiliki cara tersendiri dalam
menerapkan sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan
adat.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui proses penerapan
sanksi adat terhadap pelaku silariang dan hal-hal yang menjadi dasar
dalam penerapan sanksi adat menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh
karena itu Penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul
“Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum
Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia ( Studi Kasus
Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap ).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis menitikberatkan dua
rumusan masalah, yaitu :
1. Bagaimana wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku silariang?
2. Bagaimana tatacara penerapan sanksi terhadap pelaku silariang di

Kabupaten Sidrap?



C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui wujud sanksi yang diberikan dan yang berhak
menjatuhkan sanksi
Untuk mengetahui tatacara penerapan sanksi adat terhadap pelaku

silariang di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

1.

Sebagai kontribusi pemikiran mengenai pentingnya kajian hukum adat
dan penerapan sanksi terhadap pelaku silariang.
Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang megkaji hal

serupa.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat
1. Hukum Pidana
a. Pengertian Hukum Pidana

Dalam literatur hukum pidana jarang dijelaskan, bahwa istilah
hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang memiliki banyak
pengertian, karena tidak adanya penjelasan ini memberikan
konsekuensi adanya pemahaman yang kurang tepat tentang apa yang
dimaksud dengan hukum pidana. Pengertian hukum pidana sangat
penting, karena hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai
lebih dari makna. Seringkali orang memberikan batasan atau definisi
tentang hukum pidana, namun yang dimaksudkan sebenarnya
hanyalah bagian dari hukum pidana.

Pengertian hukum pidana secara umum adalah hukum yang
memuat peraturan yang mengandung perintah atau larangan terhadap
pelanggaran atau kejahatan yang mana diancam dengan hukum
berupa siksaan badan atau denda.

Menurut Rusli Effendi bahwa Hukum pidana adalah bagian dari
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatau Negara yang

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :



a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang,
disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa
saja yang melanggar;

b. Menentukan kapan dan dalam apa mereka yang telah melanggar
itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana;

c. Menentukan dengan cara dengan cara apa pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.
Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan

pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut sebagai peristiwa
pidana atau delik. Peristiwa pidana ini dalam sistem KUHP terisi atas

kejahatan misalnya, pencurian (Pasal 362), penganiayaan (Pasal 351).

Berbeda dengan Rusli Effendi, Andi Zainal Abidin Farid
mengemukakan pengertian hukum pidana sebagai berikut :

Istilah hukum pidana bermakna jamak, dalam arti objektif meliputi :

a. Perintah dan larangan, atas pelanggaran atau pengabaiyannya telah
ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan Negara yang
berwenang.

b. Kentuan yang menetapkan dengan cara dan alat apa dapat diadakan
reaksi terhadap pelanggarn peraturan itu.

c. Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan pada

waktu dan wilayah Negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana juga dipakai dalam arti subjektif ,

yaitu peraturab hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan,



penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Secara singkat dapat
dirumuskan sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung perintan
dan larangan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
bagi mereka yang mewujudkannya.?
b. Jenis-Jenis Pidana
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:*
1. Pidana pokok:
a) Pidana mati
b) Pidana penjara
c) Pidana kurungan
d) Pidana denda
2. Pidana Tambahan
a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
b) Pidana perampasan barang-barang tertentu
¢) Pengumuman putusan hakim
Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-
jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:
1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan
(imperatif) sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya

fakultatif.

3 Andi Zainal Abidin Farid,2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta him. 1

4 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai
Syarat Pemidanaan disertai Teori-Teori pengantar dan beberapa komentar, Rangkang Eduaction Yogyakarta &
PuKap-Indonesia, him. 95



2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian

menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi

menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan

menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan

menjatuhkan jenis pidana pokok.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan

suatu tindakan pelaksanaan (executie)

2. Hukum Adat

a. Lahirnya Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang kemudian diadopsi ke
bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang
mempunyai derivasi kata al’adat yang berarti sesuatu yang diulang-
ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan.®

Adat diartikan sebagai “aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut
atau dilakukan sejak dahulu kata”. Adat sudah meresap dalam
masyarakat Indonesia di hampir semua daerah sehingga hampir
semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenai dan menggunakan

istilah adat tersebut.®

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu
adat recht. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah

oleh C.Snouck Hurgronje. Dalam bukunya De Atjehers, menyebutkan

5 Wahyuni, 2018, Penerapan Sanksi Adat “Rambu Langi” terhadap Kawin Lari di desa Sassa
Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin

6 A. Salimin, Volume 17 Nomor 1. Maret 2009 Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada
Masyarakat Adat Suku Tolaki. Jurnal Imu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas., him 83
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istilah hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberi nama pada
suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam
masyarakat Indonesia.’

Hilman Hadikusuma dalam Pengantar IImu Hukum Adat
mengatakan, dalam perundang-undangan istilah adat recht baru
muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai
dalam perundang-undangan,istilah adat recht sering di pakai dalam
literatur tentang hukum adat, dikenal pada Jilid 1 dalam buku Van
Vollenhoven,Het Adat Recht van Nederlandschindie. Dan, hingga saat
ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (tradisional) di Indonesia
yang memakai istilah selain adat recht untuk menyatakan hukum

adat.®

Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana dimaksud
oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terbentuknya hukum
adat memliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak
dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya
menjadi kebiasaan. Perkembangan tersebut lama-kelamaan menjadi
adat kemudian hukum adat.®

Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian hukum adat yang
dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “Hukum

Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di

7 A. Suriyaman Mustari Pide, 2014 ,Hukum adat dahulu, kini dan akan datang, Pranadamedia Group Jakarta,hlm

1
8 Ibid. hlm. 2

° Hilman Hadikusuma, 2009, Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti, him 6.
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Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan
apa yang dimaksud dengan hukum adat:*°
1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi
orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi
(karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam
keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).!!
2. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hal yang mengatur tingkah laku manusia
Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan
keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar
hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh
anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan
peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang di
tetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang
mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam
masyarakat adat itu.*?
3. Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan
Pembangunan Hukum Nasional”.
Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak
tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia

yang disana sini mengandung unsur agama.

10 Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung,hlm. 3
11 1pid him 3-4

2 1bid, hlm 5
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b. Pengertian Hukum Adat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberi batasan adat dalam
ragam pengertian sebagai berikut:*3

a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diurut

atau dilakukan sejak dahulu kala.

b. Adat sebagai cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi

kebiasaan.

c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan)

d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-

nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan
lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Ter Haar, mengatakan bahwa terlepas dari bagian hukum adat yang
tidak penting, terdiri dari petauran desa, dan surat perintah raja, maka
hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam
keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam
pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya
keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan ,mengikat
sama sekali.4

A.Suriyaman Mustari Pidemengatakan hukum adat merupakan

keseluruhan adat (yaitu tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat

13| Gede A.B Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, him.3
14 Bushar Muhammad, 2006, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, PT Pradnya Paramita, Jakarta, him.8
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berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang memepunyai akibat
hukum.®
Soekanto, memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan
adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa
kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum
Van Dijk dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia, pada halaman 5
dan seterusnya mengatakan bahwa kata “hukum adat” itu adalah
istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam
kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing. Pada
halamannya selanjutnya kata “adat” adalah suatu istilah uang dikutip
dati bahasa arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa
di Indonesia.Van Djik menuliskan adat dan hukum adat
bergandengan tangan dan tak dapat dipisahkan, tetapi mungkin
dibedakan sebagai adat-adat yang ada mempunyai dan tidak
mempunyai akibat hukum. Dari uraian Van Djik dapat disimpulkan 4
hal penting :*¢
1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang
menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain disebut adat.
2. Adat terdiri dari dua bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum
dan mempunyai akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah
bukan adat.

3. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisah yang tegas.

15 Wahyuni, 2018, Penerapan Sanksi Adat “Rambu Langi” terhadap Kawin Lari di desa Sassa Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin. him.11
18 Ibid . him. 13
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4. Bagian yang menjadi “hukum adat” itu mengandung pengertian
yang lebih luas daripada “hukum” di eropa atau pengertian barat
tentang hukum pada umumnya.

Cornelis Van Vollenhoven, memberi pendapat hukum adat adalah
aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing,
yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di
lain pihak tidak dikodifikasi (sehingga dikatakan adat
. Pengertian Hukum Pidana Adat

Sebelum datangnya bangsa colonial Belanda yang menjajah
Indonesia dan menanamkan berbagai tatanan hukum termasuk hukum
pidana dari Belanda, sudah lama hidup dan berkembang tatanan
hukum diberbagai kerajaan Nusantara. Tiap kerajaan memiliki hukum
yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Hukum pidana adat yang
mengatur masyarakat adat diberbagai kerajaan merupakaan
kristalisasi dari adat dab budaya leluhur yang kemudian dijadikan
pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Apabila
suatu waktu terjadi ketidak seimbangan, masyarakat percaya bahwa
akan datang akibat bagi masyarakat yang tidak diinginkan. Adanya
gangguan disertai akibat yang berdampak terhadap masyarakat
tersebut, dinilai perlu adanya suatu upaya pemulihan. Inilah dasar
terbentuknya hukum pidana adat.

Tolib Setiady menjelaskan tentang hukum pidana adat sebagai

berikut :
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Hukum Pidana Adat, Hukum Pelanggaran Adat atau Hukum Adat
Delik ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau
perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan
masyarakat sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan
masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang dibahas didalam
hukum adat delik, hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan
perbuatan yang merupakan delik adat dan cara menyelesaikannya,
sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.t’

Untuk melengkapi referensi kita mengenai pengertian hukum
pidana adat, berikut ini ada beberapa pengertian, batasan yang
berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Cornellis Van Vollenhoven :

Yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak
boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau

perbuatan tersebut hanya sumbang/kesalahan kecil saja.*®

Berbeda dengan Cornellis Van Vollenhoven, Ter Haar
mengemukakan tentang pengertian delik adat, delik atau pelanggaran
adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan
dimana atau dari sekelompok orang berwujud berakibat menimbulkan
reaksi, reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka
keseimbangan harus dapat dipulikan kembali (dengan pembayaran

uang atau barang).t®

Pengertian lain tentang hukum pidana adat juga dikemukakan oleh |

Made Widnyana, Yang dimaksud dengan dengan delik adat adalah

17 Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung him. 345

18] bid.,hlm.345
19 Ibid.,hlm.345
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hukum yang hidup (Living Law) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat
adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau
kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, keamanan,
rasa keadlian dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu
sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,
sekolompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh penguasa
adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan
kegoncangan karena mengganggu keseimbangan serta menimbulkan

reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.?®

4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

1. Undang-Undang Dasar 1945
Sesudah kita mengetahui pengertian “Hukum Adat’, maka
penting bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundang-
undangan (Wettelike Grondslag) dari berlakunya hukum adat
dalam lingkungan tata hukum positif di Negara kita.

Tata hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang :

a. Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau
aturam-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling
menentukan.

b. Menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat

tertentu

20 Ibid.,him.346
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c. Sah, berlaku dan juga dibuat serta diterapkan atas daya

penguasa masyarakat yang berrsangkutan.

Didalam Undang-Undang 1945 yang dinyatakan berlaku kembali
dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Jili 1959, tidak ada satu pasal pun
yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat itu. Menurut Aturan
Peralihan Pasal Il UUD tersebut maka : “Segala Badan Negara dan
peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan

yang baru menurut UUD ini”.?!

2. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951
Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran
Negara 1951 Nomor. 9) yang diundangkan pada tanggal 14
Januari 1951 adalah UU tentang “Tindakan-Tindakan untuk
Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan
Sipil. Ada dua ketentuan di dalam UU ini yang menyangkut
persoalan tentang hukum adat yaitu :

a. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan antara lain: Pada saat
berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman,
kehakiman dihapuskan :

(a) Pengadilan Swapraja (Zelsfbestuur-rechtspraak) dalam
negeri Sumatera Timur dahulu, Karasidenan Kalimantan
Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu kecuali
Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang
hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan Swaraja.

(b) Segala Pengadilan Adat (Inheemse-rechtspraak in
reshtstreeks besturd bagied) kecuali Pengadilan Agama jika
pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu
bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

b. Pasal 5 ayat (3) sub b, yang menyatakan: hukum materil sipil
dan untuk sementara waktu pun hukum mareril pidana sipil

21 |man Sudiyat, 1982, Asas-Asas Hukum Adat, CV Bina Usaha, Yogyakarta him. 5
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yang sampai kini berlaku untuk kawula-kawula dan orang-orang

itu dengan pengertian :22

(a) Bahwa suatu perbuatan yang menurut yang hidup harus
dianggap perbutan perbuatan pidana, tetapi tiada
bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sipil, maka diancam dengan hukuman yang tidak boleh lebih
dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah,
yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat
yang dijatuhkan tidak dihukum dan diikuti oleh pihak
terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap
sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum dan;

(b) Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut
pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman
kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas
kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti
setinggi sepuluh tahun penjara dengan pengertian bahwa
hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi
dengan jaman senantiasa mesti diganti tersebut di atas.

(c) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus
dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka
dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan
hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan
itu.

Dengan demikian, bersrti sudah terkandung suatu arahan
untuk menghapuskan juga hukum pidana adat dari sistem
hukum yang berlaku di Negara kita, di masa yang akan datang.
Peraturan yang dimuat dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun
1951, tersirat bahwa peradilan adat sebagai peradilan
khususnya untuk golongan pribumi dalam rangka menegakkan
dan melaksanakan hukum adatnya dinyatakan dihapus,
sehingga pelaksanaan hukum adat pada umumya harus
disalurkan padaperadilan umum. Kemudian hukum pidana adat
hanya diberlakukan untuk sementara waktu saja yaitu selama
sebelum diadakan suatu KUHP Nasional yang baru.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman memberikan dasar pengakuan hukum pidana adat

dalam beberapa pasal, yaitu :

22 Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung him. 109



Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.
Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat Pasal tertentu dari perbuatan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar hukum mengadili.

Bahwa mengadili menurut hukum adalah suatu asa dalam
mewujudkan Negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu,
mengadili menurut hukum selayaknya dimaknai secara lebih luas dari

pengertian baik hukm tertulis maupun hukum tidak tertulis.?®

4. Perbedaan Antar Sistem Hukum Pidana dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Adat.
Pokok-pokok perbedaan antar sistem hukum pidana dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Adat
yaitu :
1. Dalam KUHP ditegaskan, yang dapat dipidana adalah hanya

seorang manusia, sedangkan dalam hukum pidana adat,

23 |ka Indah Yani, 2016, Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang
Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, him. 30
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persekutuan hukum umumnya dapat dibebani tanggungjawab
pidana, tempat terjadinya delik dapat wajib membayar denda atau
ganti rugi kepada suku/family yang telah dirugikan. Demikian juga
suku/family si penjahat, menanggung hukuman yang dijatuhkan
atas salah seorang dari suku tersbut.

. Dalam KUHP seorang dapat dipidana karena, sengaja atau khilaf
artinya orang tersebut bertanggungjawab karena kesalahan. Van
Vollenhoven berkata dalam hukum adat tidak perlu cara
pembuktian demikian yaitu dengan adanya unsur kesengajaan
atau kekhilafan seperti dalam pelanggaran hukum percurian, dalam
hukum adat dianggap selalu dilakukan dengan sengaja. Ada
beberapa delik seperti pembunuhan atau melukai orang hingga
luka berat, yang sudah terang adanya unsur kesengajaan.
Sebaliknya delik yang mengganggu keseimbangan kehidupan
masyarakat, seperti melahirkan anak di sawah atau di rumah orang
lain dianggap bukan merupakan kesalahan, tetapi merupakan delik
adat yang dimana harus dilakukan upaya-upaya adat (untuk
membuat keadaan menjadi biasa).

. Dalam KUHP tiap-tiap delik yang menentang kepentingan Negara
atau kepentingan umum adalah soal tanggungjawab perorangan
tetapi menurut sistem hukum adat, delik yang menyangkut
kepentingan umum atau keseluruhan suku seseorang, maka

terhadap delik demikian jika tidak membahayakan kepentingan
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hukum masyarakat, kepala adat akan bertindak jika diminta oleh
pihak yang merasa dirugikan. Biasanya berupa denda.

. Sebagai dasar menurut KUHP bahwa hanya seorang dapat
dipidana, bila ia memiliki cukup sifat psikis untuk
bertanggungjawab, nanum didalam hukum pidana adat diaebutkan
bahwa, jika ada orang gila membunuh orang maka pelaku yang
gila ini disamakan perlakuannya dengan orang biasa/normal,
gilanya seseorang tidak mempengaruhi ringan beratnya hukuman
terhadap orang tersebut.

. Didalam KUHP tidak membedakan orang yang satu dengan orang
yang lain, sedang dalam sistem hukum pidana adat kecil atau
besar kepentingan hukum seseorang sebagai individu begantung
pada kedudukan atau fungsinya dalam masyarakat. Seperti di
masyarakat Bugis dan Makassar terdapat tingkat-tingkat (Standen)
dimana seseorang dari tingkat yang atas lebih penting dari tingkat
bawah.

. Dalam KUHP melarang orang bertindak sendiri menegakkan
hukum atas perbuatan orang lain terhadap diri, karena membawa
prinsip segala delik termasuk hukum public yang menjadi soal.
Sebaliknya dalam sistem hukum pidana adat terhadap keadaan
seseorang yang terkenah diperbolehkan bertindak sebagai hakim
Sebagai contoh seseorang melarikan gadis, melakukan zina atau
mencuri, dalam perbuatannya ia tertangkap basah, maka pihak

yang dirugikan dan merasa malu, menurut paham adat boleh
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bertindak menegakkan hukum contohnya masyarakat adat Batak,
Minangkabau, Bugis, Makassar dll.

. Didalam KUHP tidak mengadakan perbedaan barang yang satu
dengan barang yang lain yang menjadi objek dalam perbuatan
pidana. Tetapi menurut hukum pidana adat mencuri atau merusak
barang orang lain lain yang mengandung nilai religius yang tinggi
dianggap delik yang lebih berat disbanding mencuri barang biasa.
Jadi kesimpulannya dalam hukum adat adat terdapat perbedaan
nilai sedangkan dalam KUHP tidak ada perbedaan penilaian.

. Dalam KUPH soal membantu, membujuk atau ikut dalam
perbuatan pidana terdapat perbedaan-perbedaan. Sedangkan
hukum adat siapa saja yang turut membantu melakukan wajib
menyekenggarakan pemulihan kembali pertimbangan hukum yang
telah merusak masyarakat.

. Dalam hukum adat suatu percobaan berarti tidak dipidana sebab
hukum pidana memidana seseorang karena semata-mata
mencoba melakukan suatu delik. Sebab dalam sistem delik adat,
suatu reaksi adat hanya diadakan jika kepentingan hukum nyata
terganggu atau pertimbangan hukum dalam masyarakat mendapat

cedera sehingga perlu dipulihkan menurut cara adat.

10.Didalam KUHP orang hanya akan dipidana karena perbuatannya

yang terakhir. Menurut tanggapan Religio Magis, harus
diperhitungkan andai kata si pelaku menyatakan sungguh

menyesak atas apa yang diperbuatnya, sehungga hakim harus
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memperhitungkan/mempertimbangkan juga, apakah dia termasuk
kedalam golongan orang jahat.

11. Pasal 44 KUHP ada suatu lembaga yang disebut litsluiting Der
Strafbaarheid (menutup kemungkinan dapat dipidana. Ada juga
alasan memberatkan atau meringankan pidana, hakim dapat
memakai alasan untuk tidak lagi diadakan tuntutan pidana
terhadapnya. Hukum pidana adat mengenal lambaga tersebut,
tetapi dalam hukum delik adat ada perbuatan atau delik yang
menurut kepercayaan perlu dibuat, guna keperluan adat atau
keperluan lain yang dianggap merusak terhadap masyarakat

umum.?4

5. Unsur-Unsur Hukum Pidana Adat

Adapun unsur-unsur Pdana Adat sebagai berikut : 2°

1. Hukum Asli
Hukum asli adalah hukum tidak tertulis yang ada, hidup dan
berkembang dalam masyarakat sesuai dengan jiwa masyarakat
yang senantiasa digunakan sebagai pedoman hidup dalam
berperilaku  sehari-hari yang merupakan penjelmaan dari
kebudayaan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Hukum
asli Indonesia merupakan kultur asli yang sejak lama menguasai

tata kehidupan masyarakat Indonesia yang bersumber dari

24 Bushar Muhammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat Cetakan kedelapan, Jakarta, hal. 67-71
%5 |sfardiyana, Siti Hapsah, “Hukum Adat”, Ull Press, Yogyakarta, hlm 24-25
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kekuasaan pemerintah atau masyarakat yang bersangkutan
sebagai kebudayaan Indonesia dan cerminan dari rasa keadilan.

2. Agama

Agama memberikan pengaruh terhadap hukum yang berlaku di
dalam masyarakat sebuah bangsa. Tidak semua hukum agama
dapat mempengaruhi hukum dalam masyarakat hanya yang
berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batiniah saja karena
agama adalah innerlijke belevenis, yaitu suatu kepercayaan
kehidupna batiniah yang ketentuannya bersifat mutlak. Agama
yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia berlahan
mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat dari kegiatan
yang dilakukan sehari-hari sampai dengan aturan dalam
masyarakat. Pengaruh agama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam
yang sangat besar terhadap perkembangan hukum adat yang ada
dalam masyarakat. Agama mempunyai pengaruh yang amat besar
dan perlahan mendesak hukum asli sehingga hukum asli bangsa
Indonesia hampir tidak ada sekarang.
6. Delik Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat merupakan

suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya

ketidakseimbangan tersebut maka perlu diadakan pemulihan.

Pemulihan itu sendiri sifatnya dapat berwujud dan dapat pula tidak

berwujud. Sementara sasaran diadakan pemulihan tersebut dapat
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berupa manusia dan dapat pula berupa hal gaib. Bentuk pemulihan
tersebut yang dimaksud adalah dengan cara hukuman dan dapat pula
dengan cara mengadakan upacara adat.?®

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma
yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh
dilakukan. Walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu
hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar delik
(pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari satu pihak atau dari
sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat.
menimbulkan reaksi adat (yang besar kecilnya menurut ketentuan
adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka
keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali atau dengan
pembayaran uang atau barang.

Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau
perbuatan yang mengganggu keseimbangan itu harus dipulihkan
kembali.?’

Delik adat menurut | Made Widyana, semua perbuatan atau
kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, rasa
keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu
sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok

orang maupun pengurus desa adat itu sendiri, perbuatan mana

26 Hilman Hadikusuma, 2009, Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti , him.231
27 Galuh Faradhullah Yuni Astuti,2015, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
Indonesia, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang.
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dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu
reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.?8

| Made Widyanahukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the
living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-

menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hilman Hadikusuma hukum pidana adat adalah hukum yang hidup
(living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak
akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata
diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan
percumajuga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan
kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu
lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada
perundang-undangan.

B. Masyarakat AdatTolotang

1. Konsep Keagamaan

Agama berakar dalam gagasan tentang jiwa (soul), dan setalah
manusia itu ada muncullah keyakinan bahwa aneka ragam mahluk halus
ada kaitannya dengan berbagai ruang lingkup dan hakikat kegiatan
manusia. Definisi lain mengemukakan agama sebagai suatu kompleks
sistem sosial yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan

cara mengekspresikan dan memelihara nilai-nilai masyarakat.

Ada dua jenis utama definisi agama dalam Sosiologi yaitu Inklusif dan

Eksklusif. Definisi inklusif merumuskan agama dalam arti yang luas sebagai

28 http://www.google.co.id/amp/s/belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/26/hukum-pidana-adat/amp/
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sistem kepercayaan dan ritual yang diresapi kesuciannya. Agama bukan
hanya sebagai suatu ajaran yang percaya pada adanya kekuatan
supranatural tetapi berbagai kepercayaan yang berupa paham seperti

komunisme, nasionalisme, humanism. Sebaliknya penganut paham
eksklusif membatasi pengertian agama pada sistem kepercayaan pada
eksistensi mahluk atau kekuatan diluar mahluk.?®

Tuhan dalam agama atau kepercayaan Towoni Tolotang,
sebagaimana dianggap oleh pemeluknya disebut Dewata Seuwa (Tuhan
Yang Mahas Esa) dan juga bergelar Patotoe (Yang Menentukan Nasib
Manusia). Dewata Seuwae adalah penguasa tertinngi yang melebihi
kekuasaan manusia, menciptakan alam dan isinya, tujuan penyembahan.
Selain menyembah kepada Dewata Seuwae masyarakat Towoni Tolotang
juga melaksanakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.*°

Mengenai kekuasaan Dewata Seuwae dipercaya sebagai kekuasaan
yang tidak terbatas. Dewata Seuwalah yang menurunkan pimpinan
kedunia yang dipercaya sebagai titisan para dewa yang ditugaskan
mengatur tata tertib umat manusia dan agar mereka taat kepada pemilik
kekuasaan yang tak terbatas itu. Beberapa tokoh pemimpin yang dikenal
antara lain Dewata Mattunrue, Aji Sangkuru Wirang (To Palanroe
Latongelangi-Batara Guru), llati Wuleng (Batara Lattu), Saweregading, La
Galigo dll. Mereka semua digambarkan memiliki kekuatan yang lahir dari

keberdayaan keagamaan. Penduduknya hanya menerima dan

2% Erlina Farmalindah, Komunitas Towoni Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang,
Jurnal
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mengikutinya sebagaimana yang digariskan oleh kepercayaan meraka

yang bersifat magis-religius.

2. Interaksi Sosial Towoni Tolotang

Manusia hidup dengan membawa sifat dasar, dengan bawaan dan
pengalaman manusia hidup menyendiri dan berkelompok dengan tujuan
yang ingin dicapai. Pada umumnya manusia menginginkan kehidupan
yang harmonis secara pribadi maupaun antar pribadi, hal itu disebabkan
karena manusia memang mahluk yang serasi antara jasmani dan
rohaninya. Dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai kehidupan
yang harmonis maka diperlukan hubungan dengan manusia lainnya,
keadaan ini lazimnya kita kenal dengan istilah isnteraksi sosial.

Interaksi sosial merupakan suatu kemutlakan, hal ini disebabkan
adanya nilai, norma bersama dimana kesemuanya menjadi satu ikatan
yang menyatukan manusia dalam suatu sistem kehidupan sosial. Interaksi
merupakan kunci dari proses kehidupan sosial karena tanpa adanya
interaksi sosial tidak mungkin adanya kehidupan bersama yang harmonis.

Towoni Tolotang sebagai suatu komunitas agama mempunyai norma
tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku
dalam masyarakat mereka bersifat mengikat anggota masyarakat dengan
berbagai aturan yang harus ditaati serta berbagai ganjaran yang harus
diterima.Kebaradaan Towoni Tolotang di daerah Sidenreng pada masa itu
adalah karena kesediaan mereka mengikuti aturan-aturan yang dititahkan

dan diberlakukan oleh La Patiroi, Raja kerajaan Sidenreng pada masa itu.
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Sistem sosial masyarakat Towoni Tolotang merupakan aplikasi dari
tata cara keagamaan yang membentuk suatu pranata dari interaksi sosial
antara masyarakat. Upacara-uapacar keagamaan seperti upacara
pertanian, menaiki rumah rumah baru, menyambut kelahiran, perkawinan,
Massempe’ (hari raya Towoni Tolotang) dan sebagainya. Dalam setiap
upacara keagamaan itu menggambarkan interaksi masyarakat Towoni
Tolotang, dimana semua segi kehidupan tentunya tidak dapat
dilaksanakan tanpa adanya kerjasama antara anggota masyarakat.
Agama bagi masyarakat Towoni Tolotang dijadikan sebagai dasar etika
dimana praktik sosial digerakkan sebagai suatu yang mengusung nilai-
nilai perilaku keagamaan sudah selayaknya untuk terus dieksploitasi
makna-maknanya secara kontekstual untuk diperjuangkan dalam tata

kehidupan.3?

C. Silariang
1. Pengertian Silariang
Silariang dalam suku Bugis merupakan suatu bentuk perkawinan yang
menyalahi peraturan hukum dan adat , ini terjadi karena salah satu pihak
keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini,
sehingga mereka mengambil jalan pintas.
Silariang adalah tindakan seorang laki-laki terhadap seorang
perempuan lari bersama untuk menikah karena berbagai faktor salah

satunya orang tua tidak merestui dan rasa cinta yang amat besar

31 Erlina Farmalindah, 2012, Komunitas Towoni Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng
Rappang, Skripsi, Sarjana SosialUniversitas Hasanuddin



terhadap perempuan tersebut.3> Dalam suku Bugis di kenal adanya Uang
Panai/Doi Menre dimana apabila seorang lelaki ingin meminang
perempuan Bugis harus memberikan Uang Panai/Doi Menre (Uang
Belanja). Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
Silariang karena si laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan dari
keluarga si perempuan.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Bugis, Silariang tidak
dibenarkan karena Silariang tidak menginginkan asas musyawarah dan
mufakat, terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi
dari Silariang bermakna negatif dan memicu terjadinya hal-hal negatif
pula.

z

Dalam bukunya “Het Adat Strafrecht in Nederlandh Indischen Archipe’
Prof. Cassuto mengatakan Siri’ merupakan pembalasan yang berupa
kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat.33

Efek dari silariang tidak hanya melekat pada yang melakukan
pelanggaran terhadap delik adat Silariang melainkan juga pada keluarga
pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu
diberlakukan sanksi adat baik itu dikucilkan ataupun dikeluarkan dari
kawasan adat tergantung dari kasus Silariang yang terjadi.

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan
Tolarisala. Tolarisala dalam bahasa Bugis berarti berbuat salah sebagai

sebuah piliahan yang salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta

32 Anni Nur Annisa, 2017, Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan
Hukum Islam di Desa Bululoe, Skripsi, Sarjana HukuM Uiversitas Islam Negeri Makassar, Him. 63

33 Zainuddin Tika, 2005, Silariang dan Kisah-Kisah Sri’. Pusaka Refleksi, Makassar. HIm.



mereka tidak dapat menembus restu orang tua kedua belah pihak.”

“Tolarisala terdiri atas tiga macam?3* :

a.

b.

Silariang atau Kawin Lari, adalah kondisi dimana sepasang kekasih tak
peroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya
melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.

llariang atau dibawa lari,adalah kondisi dimana seorang anak gadis
dibawa lari oleh seorang lelaki, dengan maksud untuk mengawini
perempuan tersebut tanpa ada restu dari orang tua / wali dari orang
yang di larikan.

Kedua kondisi tersebut diatas termasuk perbuatan Tolarisala,
meski yang paling sering terjadi adalah silariang. Ketika si anak gadis
memilih untuk larisala atau silariang maka ketika itu pula dia di anggap
telah mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri

keluarga besarnya atau disebut mappakkasiri.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Silariang

Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya silariang di suku

Bugis adalah sebagai berikut :

1.

Menentang Adanya Perjodohan (Kawin Paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya
suka mencari keluarga dekat tujuannya agar harta warisan tidak jauh
keluar. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak

selamanya mau mengikuti kemauan orang tuanya. Mereka juga punya

34 Andi Mattalatta, 2002, Meniti siri’ dan Harga Diri Catatan dan Kenangan, Khasana Manusia Nusantara,

Jakarta, Him 119
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2.

3.

pilihan sendiri, rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini
membuat mereka jadi pembangkang. Karena sama-sama tetap pada
pendiriannya, maka mereka melakukan silariang.

Orang tua yang merasa dipermalukan (Tomasiri) kadang tidak
mau lagi mengakui anaknya (Riassakkareng), sehingga putuslah
hubungan silaturrahmi antar orang tua dan anak.

Faktor Ekonomi

Menurut adat suku Bugis, sebelum melakukan suatu pernikahan
terlebih dahulu pihak laki-laki melamar pihak perempuan yang disertai
dengan uang belanja atau doi menre dan juga mahar dan mas
kawinnya dll. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh
pihak laki-laki kerana kondisi ekonomi, maka bisa saja perkawinan
tersebut dibatalkan sehingga dapat memungkinkan terjadinya
silariang.

Lamaran Ditolak Karena Adanya Stratifikasi Sosial

Tiap masyarakat memiliki perbedaan strata sosial. Saat ini
masyarakat suku Bugis mengenal stratifikasi sosial menurut kelas
sosial yaitu :

a. Kelas Atas, termasuk dalam golongan ini adalah keluarga
turunan ningrat atau bangsawan, orang kaya atau pejabat tinggi
suatu pemerintahan.

b. Kelas Menengah, berasal dari kalangan rakyat biasa, yang

hidupnya sederhana.
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c. Kelas bawah, mereka yang berpenghasilan rendah dan
keluarga kurang mampu.

Bila kedua pasang yang akan melangsungkan perkawinan ini
berasal dari status sosial yang sama, maka tidak ada alasan untuk
menolaknya akan tetapi apabila sebaliknya besar kemungkinan
terjadinya penolakan, akibat dari penolakan ini maka terjadilah
silariang.

4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebeas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari
pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian dari keluarga. Awalnya
kenalan kemudian berpacaran lanjut ke berhubungan intim layaknya

sepasang suami isteri, dan pada akhirnya sigadis hamil (mallise).

5. Panjangnya Proses Yang Harus Dilalui

Sebagaimana telah ditentukan oleh adat mempelai harus melalui
proses untuk mencapai pelaminan dengan harapan sang mempelai
tidak melanngar aturan dan terhindar dari sanksi.

6. Upacara adat dalam berbagai bentuk yang panjang mulai dari
lamaran hingga ke hari pernikahan.3
3. Jenis Sanksi Adat
Lesquiller mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan-

tindakan yamg bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang

35 https://www.telukbone.id/silariang-dalam-perspektif-bugis/
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diganggu dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaaan yang
ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.3¢
| Made Widnyana menjelaskan bahwa sanksi merupakan bagian
dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi
bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti
dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang
ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali
atau mengembalikan fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi
tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.®’
| Made menjelaskan terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat :
1. Adanya perbutan yang dilakukan oleh pelaku sehingga harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan
sanksi tersebut.
3. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diproritaskan
dalam penerapan sanksi adat.
4. Eksistensi dalam dalam pemberlakuan sanksi adat tidak lepas
dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.

5. Sanksi adat dterapakan diluar pengadilan.

6. Sanksi adat memiliki yang vareatif.3®

Selain ke enam hal tersebut secara keseluruhan sanksi adat

dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama adalah sanksi adat

36 | Made Widyana, ,1992, Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Universitas Udayana, Denpasar, him 8
37 | Made Widyana, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Ereco, him. 19.

38 |ka Undah Yani, 2016, Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang
Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.
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yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi
yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang
proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat.

Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam
hukum adat yaitu®° :

a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah
dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian
inmateril.

b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan
hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.

c. Melakukan aktivitas-aktivitas berupa selamatan yang bertujuan
untuk membersihkan segalah kotoran gaib dari masyarakat
setempat.

d. Melakukan permintaan maaf.

e. Sanksi berpa hukuman badan dengan bagian terberat adalah
hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.

f. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku
dari kawasan masyarakat hukum adat

4. Prosedur/Tatacara Pemberian Sanksi Adat

Dalam hukum adat pelanggaran terhadap sebuah sistem adat atau
hukum adat dipandang oleh masyarakat dapat menggaggu
keseimbangan kosmis vyaitu lingkungan tempat manusia hidup,

sehingga sering terjadi sering terjadi bencana dari alam karena

39 Soepomo, 2003, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pratnya Paramita, Jakarta Him. 94



terjadinya gangguan keseimbangan akibat pelanggaran yang
diperbuat oleh manusia. Maka dari itu jika terjadi sebuah pelanggaran
adat, maka harus diberi hukuman atau sanksi oleh pelaksana hukum
adat yang biasa disebut parewa ade’. Ada beberapa sanksi yang
diberikan kepada pelaku pelanggaran adat seperti, denda sesuai
dengan yang sudah disepakati, diusir dari suatu lingkungan
masyarakat, di hukum mati, derajat sosial diturunkan sehingga bisa
jadi budak, jika pemegang kekuasaan maka harus dipecat dari
jabatannya.

Dalam kasus silariang dikenal istilah mapadeceng (berbaikan)
apabila terjadi pelanngaran tersebut maka pihak keluarga si gadis
akan melakukan pengejaran yang biasa disebut tomasiri’. Apabila
mereka berhasil menemulan pasangan tersebut, maka kemungkinan
laki-laki (tolarisala) itu akan dibunuh. Tindakan membunuh tolarisala ini
disebut mappatettong siri’ atau menegakkan harga diri dan
kehormatan keluarga.

Karena perbuatan tolarisala yang menimbulkan ketegangan dalam
masyarakat, terutama dari keluarga si gadis itulah sebebnya tu
mannyala harus dibunuh kecuali tolarisala telah berada dalam rumah
atau pekarangan anggota dewan adat yang berarti ia sudah berada
dalam perlindungan, maka tidak dapat diganggu lagi. Apabila tolarisala
telah berada dirumah pemuka adat maka menjadilah kewajiban

baginya (pemangku adat) untuk menikahkan tolarisala tentu saja
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dengan persetujuan pihak keluarga (tomasiri) dengan berbagai

rangkaian terlebih dahulu.
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